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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana. Setelah hakim

menjatuhkan vonis berupa pidana penjara, kemudian jaksa yang mengeksekusi

vonis hakim tersebut. Terpidana harus menjalani hukummanya dalam suatu

ruangan tertutup dalam masa yang telah di tentukan oleh Hakim dan tidak dapat

melakukan kegiatan secara bebas dalam masyarakat.”Angka kejahatan di

Indonesia semakin hari semakin meningkat dari waktu ke waktu.”Manusia

merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.”Dalam

kehidupan di lingkungan masyarakat,”manusia sangat ‘memerlukan norma untuk

menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan

agar tidak‘ terjadinya kekacauan dalam bermasyarakat.”‘Hukum pidana bekerja

sebagai pranata yang mengatur masyarakat, dan mempunyai tugas untuk

menentukan garis‘-garis atau batas-batas ‘antara perbuatan yang dikualifikasi
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sesuai dengan hukum pidana dan perbuatan yang ‘ didiskualifikasi ‘melawan

hukum pidana‘.1”

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).2 ‘Seseorang (si

pelanggar) yang dijatuhi putusan pidana penjara berkedudukan sebagai

1”‘Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,
Universitas Gadjah Mada‘.”Yogyakarta , 1986, hlm. 92.

2 DR H. Syarifuddin Pettanasse. Hukum Acara Pidana. Universitas Sriwijaya,
Palembang 2016. hlm. 223.
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narapidana. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana adalah Terpidana

yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS‘.”Pada kenyataanya,

terkadang karena pertimbangan praktis dan jarak, banyak narapidana yang tidak

berada dalam LAPAS tetapi dititipkan di Rumah Tahanan (RUTAN), yang

seharusnya merupakan tempat tahanan sementara untuk mereka yang sedang

dalam proses hukum atau untuk narapidana yang menjalani masa pidana kurang

dari 1 tahun.

RUTAN maupun LAPAS melaksanakan program kegiatan yang

bertujuan untuk melakukan pembinaan seperti tersebut diatas, meskipun dalam

hal fasilitas dan sarana prasarana berbeda. RUTAN cenderung lebih terbatas

dalam hal fasilitas dan sarana prasarana, mengingat tujuan awalnya hanya sebagai

tempat menampung tahanan sementara maupun terpidana yang masa pidananya

kurang dari 1 tahun. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat tersangka

atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan di indonesia.3 Rumah Tahanan Negara merupakan unit

pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
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Koentjoro4 menyatakan bahwa tujuan pemidanaan meliputi 4 hal, yaitu:

1. Incapacitation, difokuskan untuk melindungi terpidana agar tidak melakukan

sesuatu yang berbahaya di masyarakat.

2. Deterrence, hukuman berat dilakukan untuk pencegahan agar di masa

mendatang terpidana tidak melakukan pelanggaran lagi. Jenis ini bisa juga

dijadikan model. bagi orang lain agar jera terhadap hukuman yang berat

sehingga mereka tidak melakukan hal yang sama.

3. Retribution, atau disebut juga hukum karma, yaitu seorang narapidana berhak

menerima hukuman sebagai hasil kejahatan yang telah diperbuat.

4. Rehabilitation, dengan adanya kurungan penjara, terpidana diharapkan akan

tobat kembali ke jalan yang lebih baik dan lebih produktif.

Adapun peraturan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat ialah;

“ ‘Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti

4 Anonim 2006. Koentjoro, Psikologi dan Perubahan Sosial, fakultas
Psikologi,UGM.Yogyakarta,April2006https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4730/0
5.1%20bab%201.pdf?sequence=5&isAllowed=y di akses pada 9 September 2018, pukul 7:48 AM
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Bersyarat‘ ‘Pasal 82 pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana

yang telah memenuhi syarat ‘

5:”

1. ‘‘‘Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga),

denganketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9

(sembilan) bulan‘;”

2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan)

bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;

3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;

dan

4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Dalam Sistem Pemasyarakatan yang menggantikan Sistem Pemenjaraan

pada tahun 1964, ‘penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang

pembalasan‘. ‘Tujuan itu telah berkembang menjadi perlindungan hukum kepada

masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (Pihak

yang merugikan), agar keduanya tidak melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri ‘.

‘Berangkat dari upaya perlindungan hukum tersebut, maka pelaku tindak pidana

5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03
Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Pasal 82
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dalam menjalani pidananya juga mendapatkan perlakuan manusiawi dan

mendapat jaminan hukum yang memadai‘. selain itu, jika dilihat dari tujuan

pemidanaan sesuai RUU KUHP, ‘terdapat dua sisi/sasaran/aspek pokok dalam

tujuan pemidanaan sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara

berimbang yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku ‘.

KUHP tidak menjelaskan mengenai adanya suatu Tujuan Pemidanaan,

akan tetapi dalam RUU KUHP 2012 tujuan pemidanaan diuraikan secara jelas

pada Pasal 54 ayat (1) dan (2) yang mana ini merupakan implementasi dari Ide

Keseimbangan.

Pemidanaan bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegak-kan norma hukum

demi pengayoman masyarakat;

2. Memasyarakatkan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

3. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

4. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga

menjadi orang yang baik dan berguna.
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5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan

martabat manusia.

‘Hal demikian ini mencerminkan perwujudan dari asas monodualistis

sekaligus individualisasi pidana guna mengakomodasi tuntutan tujuan

pemidanaan yang sedang berkembang dewasa ini‘.

‘Oleh karena itu, dapatlah dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan

pemidanaan tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan

tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih

manusiawi‘.6 ‘Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan juga mengatur hak-hak tertentu bagi seorang Narapidana‘;

‘Pasal 14 ayat (1) Narapidana berhak‘ :

a. ‘Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya ‘;

b. ‘Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani‘;

c. ‘Mendapatkan pendidikan dan pengajaran ‘;

d. ‘Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak ‘;

e. ‘Menyampaikan keluhan‘;

6
‘Barda Nawawi Arief, bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti ‘.

Bandung, 2002 hlm. 29.
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f. ‘Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masssa lainnya yang

tidak dilarang ‘;

g. ‘Mendaptkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan ‘;

h. ‘Menerima kunjungan keluarga, penasihat huku, atau orang tertentu lainnya ‘;

i. ‘Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)‘;

j. ‘Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga‘;

k. ‘Mendapatkan pembebasan bersyarat ‘;

l. ‘Mendapatkan cuti menjelang bebas ‘;

m. ‘Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku ‘.

‘Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidana

adalah memperoleh pembebasan bersyarat ‘. ‘Hak narapidana yang terwujud

pembinaan narapidana tidak selalu dilaksanakan di dalam suatu lembaga

pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara tetapi juga dapat dilaksanakan

pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara seperti
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salah satunya adalah program pembebasan bersyarat‘ Undang-Undang Nomor 12

tahun 1995 tentang Pemasyarakatan7 Pasal 22 ayat (1) dan (2);

1. Anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 kecuali huruf g.

2. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak

anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Dan Pasal 29 ayat (1) dan (2);

1. Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimasud dalam Pasal 14,

kecuali huruf g dan I.

2. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak

Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

‘Pembebasan bersyarat seperti hukuman bersyarat bermaksud untuk

mendidik si terhukum ‘. ‘Tujuannya adalah untuk menolong terhukum pada waktu

pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat‘. ‘Ia dianjurkan untuk bekerja

7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 22 dan 29
“narapidana tidak selalu dilaksanakan di dalam suatu lembaga pemasyarakatan atau Rumah
Tahanan Negara tetapi juga dapat dilaksanakan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan atau
Rumah Tahanan Negara seperti salah satunya adalah program pembebasan”.
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sendiri dengan tujuan yang baik‘. ‘Pada satu pihak hukuman diperpendek, karena

baagian yang terakhir dari hukuman tidak dilaksanakan, sebaliknya si terhukum

tinggal ‘lebih lama di bawah pengawasan penguasa, karena masa percobaan

selama satu tahun lebih lama‘ dari pada ‘sisa waktu hukuman yang sesungguhnya ‘‘.

‘Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana merupakan salah satu hak

narapidana sesuai yang tertuang dalam Pasal 14 huruf k Undang-Undang nomor

12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaan pembebasan

bersyarat timbul hambatan-hambatan dalam praktiknya ‘, ‘misalnya prosedur

pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup

lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak‘, ‘kemudian

melanggar hukum disiplin dalam LAPAS/RUTAN yang menyebabkan

narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan pembebasan bersyarat dan

untuk itu upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pembebasan bersyarat

harus terselesaikan secara baik agar hak narapidana dalam mendapatkan

pembebasan bersyarat benar-benar terjamin dengan baik dalam‘ pelaksanaanya ‘.

Meskipun salah satu tujuan pemidanaan pada RUTAN maupun LAPAS

adalah rehabilitasi, yaitu dengan adanya pemidanaan diharapkan terdapat koreksi

terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan

berguna, serta mampu hidup bermasyarakat, tetapi pada kenyataanya tidak semua

http://www.google.co.id/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=0CAcQjRxqFQoTCPXava7ijMgCFYaYlAodxUIJcw%26url=http://pendidikansejarahunsri.blogspot.com/2014/07/pengumuman-atribut-pk2-fkip-unsri-2014.html%26psig=AFQjCNGypbMVBXb0YazUpKxctoiDNhR5tA%26ust=1443084366257572


16

terpidana yang bebas menjadi jera dan bertobat menjadi lebih baik. Hal tersebut

nampak dari pertambahan populasi tahanan maupun terpidana semakin

meningkat tahun-tahun belakangan ini. Departemen Kehakiman dan HAM

Republik Indonesia mendata jumlah tahanan di Indonesia tahun 1994 adalah

28.595 orang, sedangkan tahun 2001 meningkat menjadi 35.925 orang.8 selain

itu, penelitian yang dilakukan oleh Golder, dkk pada tahun 2005 menunjukan

bahwa rasio atau jumlah para tahanan dewasa yang kembali ke penjara atau yang

dikenal dengan residivis terus meningkat.

Penelitian dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukan bahwa

jumlah wargabinaan kasus narkotika meningkat 6 (enam) kali lipat dalam kurun

waktu 10 (sepuluh) tahun Terakhir.9 hal tersebut membuat banyak masalah/kasus

dan kerusuhan yang mungkin terjadi di penjara baik itu RUTAN maupun LAPAS.

Di sisi lain, hasil penelitian dari Andrew dan Lawrence juga menunjukkan

beberapa efek dari pemenjaraan, misalnya kesesakan atau crowding yang terjadi

di penjara dewasa, yang di akibatkan oleh terbatasnya ruang/kamar sel penjara,

serta tidak seimbangnya kapasitas jumlah penjara dengan narapidana, dapat

8...Anonim 1993 “Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia”
www.correct.go.id/stubs,html, di akses pada 29 November 2018 Pukul 19:30 PM

9...Anonim 2011 “Penelitian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan”
http;//ditjenpas.go.id/article.php?id=122#sthash. D2ZIn3aO.dpuf di akses pada tanggal 6
september 2018
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memicu tingat agresivitas para tahanan/narapidana, sehingga dapat memicu

tindak kekerasan di dalam penjara.10

Penelitian lain yang dilakukan oleh Tartaro, mengungkapkan bahwa

desain tertentu dari ruang-ruang di penjara berpengaruh pada kecenderungan

tahanan atau narapidana untuk melakukan bunuh diri, meskipun bukan

merupakan sebab utama, tetapi yang lebih banyak menyebabkan adalah faktor

stresorsosial, seperti adanya kondisi ketidaknyamanan, putus asa, atau perasaan

sedih yang mendalam pada para tahanan atau narapidana.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan yang mengusulkan

kepada ‘Menteri Kehakiman bagi seseorang selain karena dinilai telah

berkelakuan baik selama pembinaan, dan telah memenuhi syarat sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 15 ayat ‘ (1) “Orang yang dihukum penjara, apabila telah

lewat 2/3 dari waktu hukuman yang sebenarnya dan pula paling sedikit sembilan

bulan dari waktu tersebut telah berlalu, dapat dibebaskan dengan syarat”.11

Untuk mendapatkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat, juga

didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain;

10 C. Lawrance & K. Andrew, Pengaruh kesesakan Penjara dirasakan pada persepsi
tahanan laki-laki peristiwa perilaku agresifVol. 20, p. 273-283 (2004).

11 Leden Marpaung, Op. Cit. hlm. 109.
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1. Sifat tindak pidana yang dilakukan;

2. Pribadi dan riwayat hidup (latar belakang kehidupan) narapidana;

3. Kelakuan narapidana selama pembinaan.

4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan setelah ia

dibebaskan.

5. Penerimaan masyarakat di mana ia akan bertempat tinggal.12

Pada saat penulis mencari informasi data di Rumah Tahanan (RUTAN)

Pakjo Palembang, ternyata telah OVER kapasitas. Seharusnya kapasitas hanya

tujuh orang, tapi diisi sebanyak 20 orang kurang lebih tahanan/narapidana. Dan

dimungkinkan adanya terdakwah/narapidana yang bisa melaksanakan

Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Pakjo Palembang yang dapat dijadikan

data untuk penulis.

‘Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tentang pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana di Rumah Tahanan

Negara (RUTAN ‘) Pakjo Palembang dengan judul penelitian “PELAKSANAAN

12
‘Adami Chazawi, PELAJARAN HUKUM PIDANA 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana,

Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Rajagrafindo Persada‘, Jakarta,
2011, hlm. 62.
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PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI RUMAH

TAHANAN NEGARA (RUTAN) KLAS I PAKJO PALEMBANG”.

B. ‘Rumusan Masalah‘

‘Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok

yang timbul secara jelas dan sistematis‘. ‘Berdasarkan uraian di atas, permasalahan

yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut‘;

1. ‘Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan

Negara (RUTAN ‘) Klas I Pakjo Palembang?

2. Adakah ‘Hambatan-Hambatan pelaksanaan pembebasan bersyarat di

Rumah Tahanan Negara (RUTAN‘) Klas I Pakjo Palembang?

3. Upaya apa yang dilakukan ‘untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam

pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara (RUTAN ‘)

Klas I Pakjo Palembang?

C. ‘Tujuan Penelitian‘
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‘Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan

penelitian ini adalah‘‘;

1. ‘Untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat

bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN ‘) Klas I Pakjo

Palembang.

2. ‘Untuk mengetahui dan menganalisis di dalam pelaksanaan pemberian

pemberian pembebasan bersyarat Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN ‘)

Klas I Pakjo Palembang.

3. ‘Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam

mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pembebasan bersyarat di

Rumah Tahanan Negara (RUTAN‘) Klas I Pakjo Palembang

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

‘Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan

dan pemahaman penulis guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya

dan ilmu hukum pada khususnya ‘. ‘Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan tambahan informasi kepada masyarakat, khususnya pegawai Rumah
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Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan

mengenai pelaksanaan Pembebasan Bersyarat‘. ‘Untuk memenuhi tugas akhir

sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas ‘ Sriwijaya.

2. Secara Praktek

‘Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Yuridis Empiris‘. ‘Yang

dimaksud dalam perspektif yuridis yaitu mengacu terhadap perundang-undangan‘;

‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana‘, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2012,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun

2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti

Bersyarat, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat

dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan

Tahanan. ‘Sedangkan dalam perspektif empiris yaitu mengacu terhadap

pelaksanaannya yaitu pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi Narapidana di

Rumah Tahanan Negara (RUTAN‘) klas I Pakjo Palembang.
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E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini, penulis batasi sepanjang mengenai

pelaksanaan pembebasan bersyarat di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Klas I Pakjo Palembang, dan ‘hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan

pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara‘ Klas I Pakjo

Palembang.

F. Kerangka Teori/Pemikiran

Kerangka teori adalah: “konsep-konsep yang sebenarnya merupakan

abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan

untuk penelitian.”.13 ‘Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995

tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana adalah Terpidana yang

menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS‘. ‘Dalam penelitian ini penulis

melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas I Pakjo Palembang‘.

‘Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus

13 Soerjono Soekanto, Pengatar Penelitian Hukum, Universitas Jakarta, 1981. hlm
125

http://www.google.co.id/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=0CAcQjRxqFQoTCPXava7ijMgCFYaYlAodxUIJcw%26url=http://pendidikansejarahunsri.blogspot.com/2014/07/pengumuman-atribut-pk2-fkip-unsri-2014.html%26psig=AFQjCNGypbMVBXb0YazUpKxctoiDNhR5tA%26ust=1443084366257572


23

narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik‘. ‘Atas dasar

pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah

pribadi dan budi pekerti narapidana‘, ‘yang didorong untuk membangkitkan rasa

harga diri pada diri sendiri dan pada orang lain‘, ‘serta mengembangkan rasa

tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan

sejahtera dalam masyarakat ‘, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia

yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.14

‘Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana merupakan salah satu

hak narapidana sesuai yang tertuang dalam Pasal 14 huruf k Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaan

pemberian pembebasan bersyarat timbul hambatan-hambatan dalam praktiknya ‘,

‘misalnya prosedur pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan memakan

waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau

ditolak, ‘kemudian melanggar hukum disiplin dalam LAPAS/RUTAN yang

menyebabkan narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan pembebasan

bersyarat dan untuk itu upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pembebasan

bersyarat harus terselesaikan secara baik agar hak narapidana dalam mendapatkan

pembebasan bersyarat benar-benar terjamin dengan baik dalam pelaksanaannya ‘.

14 Bambang Poernomo, Op.Cit., hlm. 187.
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‘Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori tentang penjatuhan pidana

kepada seseorang yang melakukan tindak pidana‘, ‘terdapat tiga (3) golongan‘,

yaitu :15

1. ‘Teori Absolut atau Teori Pembalasan ‘

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan

merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi

pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.16

2. ‘Teori‘ relatif (deterrence),

‘teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas

kesalahan si pelaku ‘, ‘tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan ‘.

3. Teori Gabungan (integratif)

Teori gabungan (integratif), mendasarkan pidana pada asas pembalasan

dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu

15
‘Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintensir‘, Jakarta, 2010 hlm. 52

16
‘‘Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 2009‘,

hlm 105
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menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah

gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan

bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum

dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

‘Pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat

kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat‘.

Disamping itu penulis menambahkan beberapa teori dalam penulisan skripsi,

yaitu;

1. Teori Pembuktian

Hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pidana yang

mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut

dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut

serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu

pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah

a. Undang-Undang;

b. Doktrin atau ajaran;
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c. Yurisprudensi.17

2. Teori Keadilan

Teori ‘Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku

ke-5 buku Nicomachean Ethics. Untuk mengetahui tentang keadilan harus ‘ di

bahas 3 ‘hal utama, yaitu ‘:18

1. ‘Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut‘;

2. ‘Apa arti keadilan, dan‘;

3. Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Secara umum

dikatakn bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap

hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair). Maka orang yang

adil adaah orang yang patuh terhadap hukum.

17 Hari Sasangka Dan Lily Rosita, Sumber Sumber Hukum Pembuktian, Sinar Grafika,
Jakarta, 2009. hlm. 10

18
‘Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W ‘.D. Ross,

‘http://bocc.ubi.pt/pag/aristoteles-nicomachean.html ‘. Diakses pada tanggal 15 Januari 2019.
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3. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan

menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum

guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut,

sedangkan menurut Satjipto Rahardjo,19 penegakan hukum adalah suatu proses

untuk mewujudkan keinginan-keingingan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum)

menjadi kenyataan.

G. Metode penelitian

1. ‘Jenis Penelitian‘

‘Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang‘ bersifat

deskriptif yang ‘dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan

dapat disebut pula dengan penelitian lapangan‘, ‘yaitu mengkaji ketentuan hukum

19 Satjipto Rahardjo.Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru: Bandung. 1983. hlm.
24
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yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya ‘.20 Suatu penelitian

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.21 ‘Atau dengan kata lain yaitu suatu

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang

terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan

fakta-fakta dan data yang dibutuhkan‘, ‘setelah data yang di butuhkan terkumpul

kemudian menuju pada masalah yang ada‘.22

2. Pendekatan Penelitian

‘Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian

yuridis empiris‘. Rommy Hanitjo23 mengemukakan bahwa penelitian hukum

empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang

mempergunakan data primer dan penelitian hukum normatif atau penelitian

hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.

Maka, metode yang dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah

20 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,
hlm. 15

21
‘Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,

(UI-Press), 1986, hlm ‘. 10.

22 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek….. hlm. 16

23 Rommy Hanitjo Soemitro,Metode Penelitian Hukum dan jurimetri (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1998). hlm.10
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pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain normatif empiris, Pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal approach: karena

penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat, dalam hal

ini adalah Lembaga Rumah Tahanan Negara Kelas I Pakjo Palembang.

Kemudian Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) merupakan

penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan

Perundang-Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian24.

Pendekatan ini ‘dilakukan dengan menelaah semua peraturan

Perundang-Undangan yang bersangkut paut dengan ‘ permasalahan (isu hukum)

yang sedang di teliti. Penulisan ini termasuk penelitian hukum Yuridis Empiris.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini

memiliki dua jenis yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung ‘dari sumber

pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas‘.25 ‘Sumber data

24
‘Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif ‘. (Jakarta. Rajawali

Pers 2001). hlm. 14

25
‘Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada : 2006)‘. hlm. 30.
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primer dalam penelitian ini adalah petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

dan narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN ‘) Klas I Pakjo Palembang.

b. Data Sekunder

‘Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai

data pelengkap sumber data primer‘. ‘Sumber data sekunder penelitian ini adalah

data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku

ilmiah, hasil penelitian sebagainya ‘.26 ‘Data Sekunder terdiri atas‘ :

1) ‘Bahan Hukum Primer Dalam penelitian ini bahan primer yang penulis

gunakan adalah bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan

objek penelitian, yang meliputi‘ :

a) ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana‘.

b) ‘Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana‘.

c) ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ‘.

d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republiik

Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

26
‘Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset,1983‘), hlm. 56.
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e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat

dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab

Perawatan Tahanan.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

g) ‘Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983

tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai

Rumah Tahanan Negara‘.

h) ‘Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor:

M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan

Narapidana/Tahanan‘.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik pengumpulan data

primer. Teknik pengumpulan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari

sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau

kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil

pengujian. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan
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cara menjawab pertanyaan riset/survei.27 Penelitian Lapangan Dilakukan dengan

cara wawancara, wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka,

ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di

rancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian

kepada responden.28 ‘Cara untuk memperoleh informasi atau data dengan cara

melakukan interaksi tanya jawab secara langsung kepada petugas RUTAN‘ Klas I

Pakjo Palembang.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah merupakan tempat dan keadaan di mana

peneliti diharapkan dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang

diteliti dalam rangka memperoleh data. Agar data yang diperoleh lebih akurat,

maka peneliti memilih sekaligus menetapkan tempat dan waktu serta suasan yang

memungkinkan dalam upaya menggali keterangan attau data yang dibutuhkan

dengan pertimbangan agar dapat memperoleh kemudahan dalam pengambilan

data sesuai dengan tema penelitian. Maka, lokasi tersebut berada di Rumah

27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta,
2009, Cet. Ke 8, hlm 137.

28 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, hlm 82.
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Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Pakjo Palembang yang beralamat di Jalan

Inspektur Marzuki Km. 4,5 Pakjo, Palembang.

6. Teknik Penentu Sampel

‘Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama

dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian‘.29 ‘Sampel

dalam penelitian ditetapkan dengan teknik‘ purposive ‘sampling, yaitu sampel

dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan‘ penelitian. ‘Berdasarkan pengertian

di atas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah ‘

a) Petugas Penjaga Rumah Tahanan Negara Klas I Pakjo palembang : 2 Orang

b) Narapidana yang akan mendapatkan Pembebasan Bersyarat

Dirumah Tahanan Negara Klas I Pakjo Palembang :2 Orang +

Jumlah : 4 Orang

7. Teknik Pengolahan Data

29 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm.
65
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Pada Jenis Penelitian Kualitatif ini, pengolahan data tidak harus

dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini,

data sementara terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan

analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke

lapangan untuk mencari tambahan data yang di anggap perlu dan mengelolahnya

kembali.

Pengelolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara

mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai

fokus penelitiannya.30

8. ‘Analisis Data‘

‘Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif‘.31 ‘Cara kualitatif

artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun‘, lgois, ‘tidak

tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi

data‘.

‘Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

30 Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada
Media Group, Jakarta, hlm. 37

31 M Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2007 hlm 133.
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dan dapat dirumuskan hipotesis kerja‘. ‘Jadi dalam analisis data bertujuan untuk

mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh, setelah data dari

lapangan ‘ terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan

diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan

menggunakan analisis kualitatif.

9. Penarikan ‘Kesimpulan‘

‘Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah

langkah-langkah‘ diatas, ‘maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari

analisis‘ ‘data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan

keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya ‘. Dalam

penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan penarikan kesimpulan

induktif kesimpulan secara induktif adalah suatu cara mengambil simpulan dari

pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta yang bersifat khusus menuju kesuatu

kesimpulan yang bersifat umum. Alasan penulis memilih penarikan kesimpulan

induuktif, yaitu contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta yang ada di lapangan

diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan,

kemudian menuliskan kesimpulanya pada bab IV.

Bab ini akan membahas ‘Bagaimana Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat

bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN‘) Klas I Pakjo Palembang.
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Serta apa saja yang menjadi ‘hambatan-hambatan ‘ dalam melaksanakan ‘bersyarat

Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN‘) Klas I Pakjo Palembang.
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